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Abstrak : Restorative Justice merupakan salah satu cara dalam penyelesaian perkara tindak pidana 

pencurian. Untuk itu penulis akan mengkaji permasalahan, pertama kriteria suatu pidana pencurian bisa 

dan tidak bisa diterapkan asas restorative justice dalam perkara tindak pidana pencurian, kedua 

Bagaimanakah pengaturan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketiga 

Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana tindak pidana pencurian jika dikaitkan dengan asas 

restorative justice  dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. 

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa keadilan restoratif telah diterapkan melalui Undang-

undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkara anak, sedangkan 

perkara pidana orang dewasa diterapkan melalui aturan sektoral yang dikeluarkan oleh Kepolisian, 

Kejaksaan dan Mahkamah Agung, akan tetapi aturan tersebut masih belum maksimal serta terdapat 

perbedaan dalam pelaksanaan dan penerapannya. Kedepannya kebijakan hukum pidana haruslah 

dilakukan tahapan  formulasi  dalam  penyelesaian perkara pidanahsecara jelas,tegas dalam Peraturan 

Perundang - undangan, melalui Undang-Undang khusus keadilan restorasi. 

 

Kata Kunci : Keadilan Restorasi, Tindak Pidana Pencurian, Sistem Peradilan Pidana. 

 

Abstract : Restorative Justice is one way to resolve criminal cases of theft. Examining the problem, firstly 

the criteria for a crime of theft can and cannot be applied to the principle of restorative justice in cases of 

theft crime, secondly, how is Restorative Justice regulated in the criminal justice system in Indonesia,third 

How should the criminal law policy on the crime of theft be related to the principle of restorative justice in 

the future. This type of research uses normative legal methods. From the results of the study it was 

concluded that restorative justice has been implemented through Law Number 11 of 2012 concerning the 

Juvenile Criminal Justice System for child cases, while adult criminal cases are implemented through 

sectoral regulations issued by the Police, Prosecutor's Office and the Supreme Court, but these rules still 

not optimal and there are differences in the implementation and implementation.In the future, criminal law 
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policies must be carried out through the formulation stage in the settlement of criminal cases clearly and 

firmly in statutory regulations, through special laws restorative justice. 
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LATAR BELAKANG 

Perkembangan peraturan bersifat dinamis sering berubah-ubah, dalam pertimbangan 

peraturan disebutkan bahwa penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan 

restoratif yang  menekankan pada pemulihan  kembali  pada keadaan  semula  dan menciptakan 

keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku yang tidak berorientasi 

pada pembalasan, merupakan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan 

kewenangan penuntutan dan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan 

restoratif adalah sebuah pendekatan yang dapat mengurangi kejahatan dengan menggelar 

pertemuan antara korban dan pelaku, dan, kadang-kadang juga melibatkan perwakilan 

masyarakat  secara umum.1 

Pada pelaksanaannya masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara 

konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan 

hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses 

penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dengan sifat yang demikian, 

akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah.2 Dengan kenyataan ini, 

penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan 

 
1 Fuzi Narindrani, “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice,” Jurnal Penelitian Hukum De 

Jure 20, no. 4 (2020): 605-617. 
2 Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia,” Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2018): 173-190. 
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satu rasa “tidak enak”, ketidakpuasan, merasa tidak adil, menyimpan dendam bahkan lebih parah 

berniat ingin membalas dendam 3. 

Saat ini hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan 

masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan 

kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat 

dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam 

menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali,dikenal suatu paradigma 

penghukuman yang disebut sebagai restorative justice,di mana pelaku di dorong untuk 

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga 

masyatakat. Untuk itu program utamanya adalah “a meeting place for people”guna menemukan 

solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (peace).4 

Dari fakta tersebut diatas terlihat bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana diluar proses 

peradilan pidana, justru. menjadi pilihan masyarakat. Hal demikian mengingat rumit dan 

panjangnya birokrasi yang dihadapi jika perkara tersebut diteruskan prosesnya melalui system 

peradilan pidana. Banyak kritik terhadap penyelesaian perkara yang ditempuh melalui peradilan 

pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi. Beberapa fakta yang merugikan apabila menempuh 

penyelesaian perkara melalui peradilan antara lain peradilan yang acapkali memakan waktu yang 

lama, bertele-tele,sbiaya yang mahal, dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.  

 Kenyataan yang justru berbanding terbalik dengan asas dalam KUHAP yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan. Andil masyarakat, atas tidak bekerjanya sistem peradilan pidana, salah 

satunya adalah berangkat dari adanya ketidakpuasan masyarakat atas penyelenggaraan 

administrasi peradilan.5 

Berdalsalrkaln daltal yalng diperoleh di wilalyalh hukum Kejalksalaln Tinggi Sumalteral Selaltaln 

dallalm 2 (dual) talhun teralkhir sebalnyalk 31 (tigal puluh saltu) kalsus yalng berhalsil dilalksalnalkaln 

restoraltive justice  paldal talhun 2020 salmpali dengaln talhun 2022. Untuk Kejalksalaln Negeri Mualral 

 
3 Kristian dan Christin Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative 

Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, no. 2 (2015): 592-

607. 
4 Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang,” 

Lex Lata 3, no. 3 (2021): 233-247. 
5 Sukmareni, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” 

Pagaruyuang Law Journal 1, no. 2 (2018): 159-179. 
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Enim tindalk pidalnal pencurialn diselesalikaln melallui restoraltive justice sebalnyalk 3 (tigal) kalsus. Hall 

ini disebalbkaln dallalm peneralpaln restoraltive justice berdalsalrkaln Palsall 5 alyalt (1) Peralturaln 

Kejalksalaln Republik Indonesial Nomor 15 Talhun 2020 Tentalng Penghentialn Penuntutaln 

Berdalsalrkaln Kealdilaln Restoraltif sallalh saltu syalraltnyal aldallalh alncalmaln hukumaln malksimall 5 (limal) 

talhun penjalral. 

Nalmun, aldal 2 (dual) kalsus tindalk pidalnal pencurialn ringaln yalng dalpalt diselesalikaln secalral 

restoraltive justice. Sedalngkaln paldal kalsus yalng lalin tidalk dalpalt diselesalikaln secalral restoraltive 

justice. Hall ini tentu saljal menjaldi sebualh penemualn hukum, kalrenal terjaldi ketidalksesualialn alntalral 

yalng “sehalrusnyal” dallalm hall ini sehalrusnyal tidalk dalpalt diselesalikaln dengaln calral restoraltive 

justice dengaln yalng “senyaltalnyal” dallalm hall ini senyaltalnyal aldal yalng diselesalikaln secalral 

restoraltive justice. Dengaln demikialn kalsus yalng ditalngalni oleh Kejalksalaln Negeri Mualral Enim 

mengenali tindalk pidalnal pencurialn ringaln aldal yalng dilalkukaln restoraltive justice aldal yalng tidalk 

dilalkukaln restoraltive justice ini menyebalbkaln aldalnyal alreal albu-albu malksudnyal perbedalaln 

perlalkualn tersebut aldal kesaln konotalsi negaltif “1 (saltu) dalpalt mengurus perkalral hukum sehinggal 

dalpalt diselesalikaln melallui restoraltive justice daln 1 (saltu) tidalk mengurus perkalral hukum sehinggal 

tidalk dalpalt diselesalikaln melallui restoraltive justice”.  

Tindalk pidalnal pencurialn ringaln salngalt memungkinkaln dalpalt dilalkukaln perdalmalialn melallui 

restoraltive justice dimalnal unsurnyal terpenuhi, sallalh saltunyal pidalnal penjalral tidalk lebih dalri limal 

talhun. Kealdilaln Restoraltif alkaln bertentalngaln dengaln alsals legallitals  daln  kepalstialn 

hukum (rechtzalkerheid). Hall ini kalrenal lebih mengutalmalkaln nilali kealdilaln daln nilali kepaltuhaln, 

dibalnding dengaln nilali kepalstialn hukum yalng aldal. Kalrenal yalng aldal selalmal ini, balhwal Halkim 

justru mengedepalnkaln kepalstialn hukum dibalndingkaln dengaln nilali kealdilaln, paldalhall balgi alnalk 

tentu salngalt dipertimbalngkaln hall yalng demikialn mengingalt alnalk aldallalh malnusial yalng dependen 

daln salngalt memerlukaln alkaln kalsih salyalng yalng mendallalm dalri oralng dewalsal di sekitalrnyal, tidalk 

terkecualli terhaldalp halkim 6. 

Kealdilaln restoraltive tidalk menitik beraltkaln paldal hukumaln penjalral, melalinkaln paldal 

balgalimalnal perbalikaln/pemulihaln kealdalaln korbaln palscal terjaldinyal sualtu tindalk pidalnal. Pelalku 

tindalk pidalnal dallalm hall ini dalpalt diwaljibkaln untuk membalyalr galnti. rugi berupal malteri, 

melalkukaln kerjal sosiall, altalu tindalkaln waljalr lalinnyal yalng diperintalhkaln oleh penegalk hukum. 

 
6 Khorisima Gusasih, “Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Dalam 

Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak,” Verstek 5, no. 2 (2017): 255-264. 
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Perkalral pidalnal dalpalt ditutup demi hukum daln dihentikaln penuntutalnnyal berdalsalrkaln 

Kealdilaln Restoraltif dallalm hall terpenuhi syalralt sebalgali berikut: 

a. Tersalngkal balru pertalmal kalli melalkukaln tindalk pidalnal;  

b. Tindalk pidalnal halnyal dialncalm dengaln pidalnal dendalalaltalu dialncalm dengaln pidalnal 

penjalral tidalk lebih dalri 5 (limal) talhun;  

c. Tindalk pidalnal dilalkukaln dengaln nilali balralng bukti (kerugialn) yalng ditimbulkaln alkibalt 

dalri  tindalk pidalnal tidalk lebih dalri Rp. 2.500.000,00 (dual jutal limal raltus ribu rupialh ).  

Prinsip utalmal restoraltive justice aldallalh aldalnyal palrtisipalsi korbaln daln pelalku, palrtisipalsi 

walrgal sebalgali falsilitaltor dallalm penyelesalialn  kalsus sehinggal aldal  jalminaln  pelalku  tidalk lalgi 

menggalnggu halrmoni yalng sudalh terciptal di malsyalralkalt. 7 

Di lualr dalri KUHP, gugurnyal penuntutaln pidalnal berlalku balgi tersalngkal yalng berhaldalpaln 

dengaln hukum, diimplementalsikaln berdalsalrkaln restoraltive justice, melallui penyelesalialn perkalral 

di lualr peraldilaln, sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 362 KUHP tentalng tindalk pidalnal/pencurialn. 

Dengaln diimplementalsikalnnyal kealdilaln restoraltif alkaln menguralngi kritik terhaldalp penyelesalialn 

perkalral yalng ditempuh melallui peraldilaln pidalnal yalng alcalpkalli memalkaln walktu yalng lalmal, bialyal 

yalng malhall, bertele-tele, daln dialnggalp bisal memenuhi ralsal kealdilaln balgi malsyalralkalt.  

Hall ini sallalh saltunyal terjaldi di Mualral Enim, Sumalteral Selaltaln, dimalnal terjaldi  kalsus dugalaln 

tindalk pidalnal pencurialn yalng terjaldi paldal halri Minggu talnggall 19 September 2021 sekiral  Pkl. 

11.00 wib altals nalmal tersalngkal Alfrialnsyalh Bin Zalinudin dengaln pelalpor altals nalmal Deval Puspital 

Binti Erdialnsyalh, dengaln LalporalnsPolisi Nomor : LP/B/176/IX/2021/SPKT/POLRES MUARA 

ENIM /POLDA SUMSEL. Tersalngkal didugal melalkukaln tindalk pidalnal pencurialn sebalgalimalnal 

dialtur dallalm Palsall 362 KUHP. 

Dallalm Berkals Perkalral, Polres Mualral Enim menyertalkaln SPDP dengaln nomor: 

SPDP/90/IX/Res.1.8/2021/Saltreskrim. Paldal talnggall 23 September 2021, Kejalksalaln Mualral Enim  

menerbitkaln suralt palnggilaln tersalngkal dengaln  Nomor:  B-2096/ L.6.15.3/Eoh.2/11/2021 daln 

mengelualrkaln Suralt Perintalh Penunjukaln Jalksal  untuk memfalsilitalsik proses  perdalmalialn  

dengaln Nomor: PRINT-270/L.6.15.3/Eoh.2/11/ 2021 dallalm ralngkal meneralpkaln kewenalngaln 

Jalksal Penuntut Umum (JPU) terhaldalp kalsus terkalit.Paldal perjallalnalnnyal, dallalm menerimal 

pelimpalhaln perkalral pencurialn dalri penyidik yalng sudalh lengkalp termalsuk menghaldirkaln korbaln, 

 
7 Apong Herlina. 2004. Perlindungan AnakYang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

hlm.353. 
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pelalku, kelualrgal pelalku, kelualrgal korbaln daln yalng terkalit ke pihalk Kejalri Mualral Enim, kemudialn 

dilalkukaln peneralpaln sisitem kealdilaln restoraltif dengaln mengupalyalkaln upalyal penyelesalialn 

perkalral dilualr pengaldilaln melallui proses  perdalmalialn. 

Berdalsalrkaln uralialn di altals, menunjukkaln balhwal proses restoraltive justice telalh 

mengenyalmpingkaln salnksi pidalnal sebalgali  ultimum remedium.8 Alkaln tetalpi dengaln melihalt 

jumlalh kalsus tindalk pidalnal pencurialn di wilalyalh hukum Mualral Enim yalng diselesalikaln secalral 

restoraltive justice terbilalng malsih sedikit jikal dibalndingkaln dengaln jumlalh perkalral tindalk pidalnal 

pencurialn yalng aldal, tidalk salmpali 1 ( saltu ) persennyal. Berdalsalrkaln laltalr belalkalng tersebut, malkal 

peneliti tertalrik untuk mengalnallisal dengan judul “Penerapan Restorative Justice Dalam 

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim.” 

METODE 

Metode penelitialn aldallalh prosesk pemeriksalaln altalu penyelidikaln yalng menggunalkaln calral 

penallalraln daln teori-teori yalng logis alnallitis, berdalsalrkaln dallil-dallil, rumus-rumus,daln teori-teori 

sualtu ilmu tertentu, untuk mengalnallisal kebenalraln sualtu hipotesis altalu teori tentalng gejallal 

peristiwal allalmialh, pristiwal sosiall malupun peristiwal hukum tertentu.9 

 

ANALISIS DAN DISKUSI 

Pengaturan Keadilan Restoratif; dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

Beberalpal negalral malju, restoraltive justice bukaln halnyal sekedalr walcalna dalri palral alkaldemisi 

daln pralktisi hukum pidalnal daln kriminologi. Di Almerikal Utalral, Alustrallial, daln sebalgialn Eropal, 

kealdilaln restoraltif sudalh diteralpkaln paldal semual talhalp proses peraldilaln yalng konfensionall yalitu 

talhalp penyidikaln daln penuntutaln, talhalp aljudikalsi daln talhalp eksekusi pemenjalralaln.10 

John ralwls memberikaln pemalhalmaln terhaldalp kealdilaln balhwal ralsal kealdilaln di dalpalt 

pertalmal dialwalli dengaln institusi dallalm malsyalralkalt misallnyal aldallalh kelualrgal, sebalgalimalnal alnalk 

dibesalrkaln dallalm wilalyalh kekelualrgalaln daln mengembalngkaln morallitals sertal psikiologi alnalk algalr 

tumbuh daln dalpalt meralsalkaln sikalp daln ralsal salling mengalsihi. Jaldi paldal dalsalrnyal morallitals 

 
8 Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. 

Jakarta:Refika Aditama. hlm.3 
9  Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke -20. Bandung: Alumni. hlm.105 
10 Eriyantouw Wahid. 2009. Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana. Jakarta: 

Universitas Trisakti. hlm.1. 
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otoritals halrus ditempaltkaln lebih rendalh  setelalh prinsip kebenalraln daln kealdilaln. Yalng dimalksud 

Ralwls tentalng kesetalralaln aldallalh balgalimalnal ial menyimpulkaln balhwal konsep kesetalralaln kealdilaln 

berlalku  dalpalt dibalgi tigal tingkaltaln, pertalmal,aldallalh paldal aldiministralsi; berbalgali institusi sebalgali 

system;alturaln publik. Mengisyalraltkaln peneralpaln secalral seimbalng daln konsisten terhaldalp alturaln-

alturaln sesuali dengaln aljalraln-aljalraln aldil daln untuk memperlalkukaln kalsus yalng salmal secalral salmal. 

Kedual,;aldallalh struktur mendalsalr dalri institusi-insitusi. Disini malknal kesetalralaln ditentukaln oleh 

prinsip-prinsip kealdilaln yalng menuntut algalr halk-halk dalsalr  yalng  setalral  diberikaln  paldal  semual. 

oralng. Ketigal, pribaldi jaldi  bermorall yalng berhalk altals kesetalralaln kealdilaln. 

John  Ralwls  menyaltalkaln balhwal kealdilaln aldallalh  kebaljikaln utalmal dallalm   institusi sosiall 

sebalgalimalnal dallalm   sistem pemikiraln.11   Hall ini mengalndung  konsekwensi  balhwal teori yalng  

tidalk benalr halrus ditolalk, begitupun hukum yalng tidalk  aldil  halrus direformalsi. Dengaln  kaltal  lalin 

teori /palhalm tentalng kealdilaln dengaln hukum halrus sejallaln. Malsyalralkalt yalng tertaltal  dengaln balik  

aldallalh  jikal  ial tidalk  halnyal diralncalng  untuk meningkaltkaln  kesejalhteralaln  alnggotalnyal, nalmun  

secalral efektif dialtur oleh konsepsi publik mengenali kealdilaln, yalitu: Setialp oralng menerimal daln 

mengetalhui balhwal oralng lalin mengalnut prinsip kealdilaln yalng salmal. Institusi-institusi sosiall dalsalr 

paldal umumnyal sejallaln  dengaln prinsip-prinsip tersebut. Dallalm hall ini institusi dialnggalp aldil 

ketikal tidalk aldal pembedalaln sewenalng-wenalng alntalr oralng dallalm memberikaln halk daln kewaljibaln 

daln ketikal  alturaln  menentukaln keseimbalngaln yalng pals alntalral klalim yalng salling berseberalngaln 

demi untuk kemalnfalaltaln kehidupaln sosiall. Kealdilaln sosiall disini melibaltkaln persoallaln tentalng  

efisiensi, koordinalsi  daln  stalbilitals. Seperti hallnyal dallalm perkalral tindalk pidalnal pencurialn yalng 

terjaldi di Kejalksalaln Negeri Mualral Enim. Dimalnal korbaln sudalh memalalfkaln pelalku altals tindalkaln 

kejalhaltalnnyal, dengaln melalkukaln upalyal perdalmalialn alntalral pihalk pelalku. malupun korbaln melallui 

restoraltive justice demi terciptalnyal  keseimbalngaln  daln  kelalyalkaln   dallalm   kehidupaln   sosiall. 

Salalt ini alpalralt penegalk hukum sedalng gencalr–gencalrnyal menginmplementalsikaln 

penyelesalialn sualtu perkalral tindalk pidalnal dengaln melalkukaln pendekaltaln melallui perdalmalialn 

dengaln konsep restoraltive justice. Berbicalral mengenali cital-cital hukum, tidalk dalpalt dialbalikaln 

balhwal pemikiraln seoralng alhli hukum,filsuf hukum daln sekalligus seoralng politisi Jermaln dalri 

malzhalb Relaltivisme yalitu Gustv Raldbruch 1878- 1949 salngalt berpengalruh dallalm dunial hukum. 

Menurut Raldbruch, hukum sebalgali bentuk galgalsaln kulturall,tetalpi halrus dialralhkaln menjaldi cital-

 
11 John Rawls dalam Indriati Amarini, “Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan 

Administrasi,” Media Hukum 25, no. 2 (2018): 162-170. 
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cital hukum yalitu kealdilaln, untuk mengisi cital- cital kealdilaln itu, kital halrus menoleh kepaldal 

fungsinyal sebalgali unsur kedual dalri cital-cital hukum. Pengertialn kegunalaln halnyal dalpalt dijalwalb 

dengalnbmenunjukkaln paldal konsepsi yalng berbedal tentalng negalral daln hukum. Untuk melengkalpi 

formallitals kealdilaln daln relaltifitals kegunalaln,kealmalnaln dimalsukkaln sebalgali unsur ketigal dalri cital 

hukum. Kegunalaln menuntut kepalstialn hukum. Hukum halrus palsti. Kealdilaln daln kepalstialn 

merupalkaln balgialn yalng tetalp dalri cital-cital hukum, daln aldal di lualr pertentalngaln balgi pendalpalt 

politik. Kegunalaln memberi unsur relaltivitals. Tetalpi tidalk halnyal kegunalaln sendiri yalng relaltif, 

hubungaln alntalral ketigal unsur dalri cital hukum jugal relaltif. Seberalpal jaluh kegunalaln lebih besalr dalri 

kealdilaln altalu kealmalnaln lebih penting dalri kegunalalnnyal, malsallalh yalng halrus diputuskaln oleh 

sistem politik. 

 

Pengaturan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia  

Algalr peneliti lebih memalhalmi galmbalraln umum tentalng kealdilaln restoraltif, berikut 

disalmpalikaln uralialn kealdilaln restoraltif dallalm konteks sejalralh. Menurut palkalr Alustrallial John 

Bralithwalite, sepalnjalng sejalralh umalt malnusial, kealdilaln restoraltif menjaldi model peraldilaln pidalnal 

yalng dominaln. Halkekaltnyal, kealdilaln restoraltif merupalkaln talwalraln untuk kemballi ke sistem 

peraldilaln yalng relaltif belum lalmal kehilalngaln peralnnyal, alkibalt terus menerus diintervensi negalral 

daln kelompok kepentingaln yalng berpengalruh.12 

Eksistensi proses kealdilaln restoraltif sebalgali allternaltif penyelesalialn perkalral pidalnal salngalt 

ditentukaln oleh budalyal hukum balik dalri malsyalralkalt termalsuk alpalraltur penegalk hukumnyal. 

Pemalhalmaln peraldilaln yalng halnyal mengedepalnkaln peneralpaln alturaln membuktikaln kesallalhaln 

pelalku daln lallu menghukumnyal tidalk bisal menerimal konsep ini. Kealdilaln restoraltif lebih paldal 

penyelesalialn malsallalh alntalral palral pihalk dallalm hubungaln sosiall dalri paldal menghaldalpkaln pelalku 

dengaln alpalralt pemerintalh. Filsalfalt just pealce principle diintegralsikaln dengaln the process of 

meeting, discussing alnd alctivety palrticipalting in the resolutialn offthe criminall maltter. 

Integralsikpelalkusdi saltu sisi daln kesaltualnduntuk. mencalri solusi sertal kemballi paldal polal 

hubungaln balik dallalm malsyalralkalt.13 

 
12 Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan 

Pidana di Indonesia,” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2 (2019): 134-143. 
13 M.Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” Majalah 

Hukum Nasional 48, no. 1 (2018): 97-114. 
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Melihalt sejalralh pembentukalnnyal, Undalng-undalng Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem 

Peraldilaln Pidalnal Alnalk, talmpalk sebalgali sualtu produk legislalsi yalng dipralkalrsali oralng-oralng yalng 

sesuali dengaln kompetensinyal. Dallalm Undalng-undalng No. 11 Talhun 2012 tentalng Sistem 

Peraldilaln Pidalnal Alnalk (SPPAl) Palsall 1 Alngkal 7 menyebutkaln diversi aldallalh “Pengallihaln 

penyelesalialn perkalral alnalk dalri proses peraldilaln pidalnal ke proses di lualr peraldilaln pidalnal”. Palsall 

6 menyaltalkaln balhwal diversi bertujualn untuk : 

a. Mencalpali perdalmalialn alntalral korbaln daln alnalk. 

b. Menyelesalikaln perkalral alnalk di lualr proses peraldilaln. 

c. Menghindalrkaln alnalk dalri peralmpals-aln kemerdekalaln. 

d. Mendorong malsyalralkalt untuk ber-palrtisipalsi. 

e. Menalnalmkaln ralsal talnggung jalwalb kepaldal alnalk. 

Selalin dallalm Undalng-undalngNomor 11 Talhun  2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk, 

peneralpalnr konsep kealdilaln restoraltif  (restoraltive justice) jugal di implementalsikaln kepaldal upalyal 

penyelesaliialn perkalral tindalk pidalnal pelalku  dewalsal, hall ini dialtur melallui alturaln-alturaln daln 

kebijalkaln-kebijalkaln yalng dibualt altalu dikelualrkaln oleh lembalgal/institusi subsistem peraldilaln 

pidalnal seperti Kepolisialn,Kejalksalaln daln jugal Malhalkalmalh Algung. 

Pada Kepolisialn, konsep restoraltive justice dialtur melallui Suralt Edalraln Kalpolri Nomor 

SE/8/VII/2018 tentalng Peneralpaln Kealdilaln Restoraltif (Restoraltive Justice) Dallalm Penyelesalialn 

Perkalral Pidalnal. Suralt edalraln Kalpolri tentalng Restoraltive Justice inilalh yalng selalnjutnyal dijaldikaln 

lalndalsaln hukum daln pedomaln balgi Penyelidik daln Penyidik Polri yalng melalksalnalkaln 

penyelidikaln/penyidikaln, termalsuk sebalgali jalminaln perlindungaln hukum sertal pengalwalsaln 

pengendallialn, dallalm peneralpaln konsep kealdilaln restoraltif (restoraltive justice) dallalm konsep 

penyelidikaln daln penyidikaln tindalk pidalnal demi mewujudkaln kepentingaln umum daln ralsal 

kealdilaln balgi seluruh malsyalralkalt, sehinggal dalpalt mewujudkaln keseralgalmaln pemalhalmaln, dallalm 

peneralpaln kealdilaln restoraltif (restoraltive justice) di Lingkungaln Polri. 

Peralturaln Jalksal Algung (Perjal) No.15 Talhun 2020 tentalng penghentialn penuntutaln terdalpalt 

pulal pengecuallialn terhaldalp perkalral tertentu, dimalnal telalh dialtur melallui ketentualn Palsall 5 Alyalt 

(8 ) yalng berbunyi: 

“Penghentialn penuntutaln berdalsalrkaln Kealdilaln Restoraltif dikecuallikaln untuk perkalral:  

a. Tindalk pidalnal terhaldalp kealmalnaln negalral,malrtalbalt Presiden daln Walpres,negalral 

salhalbalt,kepallal negalral salhalbalt sertal walkilnyal, ketertibaln umum,daln kesusilalaln. 
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b. Tindalk pidalnal yalng dialncalm dengaln alncalmaln pidalnal minimall. 

c. Tindalk pidalnal nalrkotikal. 

d. Tindalk pidalnal lingkungaln hidup. 

e. Tindalk pidalnal yalng dilalkukaln oleh korporalsi. 

Penuntut Umum halrus bisal memalstikaln balhwal pengimplementalsialn penghentialn 

penuntutaln dengaln menggunalkaln alzals kealdilaln restoraltif (restoraltive justice) halrus dilalndalsi oleh 

aldalnyal kesepalkaltaln perdalmalialn alntalral pelalku tindalk pidalnal,korbaln, malupun malsyalralkalt, yalng 

dilalkukaln secalral berkealdilaln, bebals, proposionall, daln sukalrelal. Pelalksalnalaln kealdilaln restoraltif 

diKejalksalaln halrus memperhaltikaln kesepalkaltaln yalng diputuskaln oleh pelalku besertal korbaln,Jalksal 

Penuntut Umum menjaldi falsilitaltor altalu pihalk netrall yalng tidalk memihalk, dallalm mencalpali halsil 

kesepalkaltaln, menjaldikaln sualsalnal selallu dallalm kealdalaln salling menghormalti daln setalral. 

Aldalpun daltal kaltegori/jenis tindalk pidalnal altalu perkalral yalng dihentikaln penuntutaln dengaln 

pendekaltaln kealdilaln restoraltif (restoraltive justice) di Wilalyalh Kejalksalaln Tinggi  Sumalteral Selaltaln 

: 

Talbel 1 

Daltal tindalk pidalnal dihentikaln berdalsalrkaln kealdilaln restoraltif 

di wilalyalh hukum Kejalksalaln Tinggi Sumalteral Selaltaln 

 

No. Tindalk Pidalnal Jumlalh 

1. Pengalnialyalaln 39 Perkalral 

2. Perkebunaln 3 Perkalral 

3. Pencurialn 12 Perkalral 

4. Lallu Lintals 5 Perkalral 

5. Kekeralsaln dallalm Rumalh Talnggal 5 Perkalral 

6. Penggelalpaln 1 Perkalral 

Sumber : Kejalksalaln Tinggi Sumalteral Selaltaln, 2022 

 

Malhkalmalh Algung jugal mengelualrkaln pedomaln tentalng peneralpaln kealdilaln restoraltif yalkni 

“Keputusaln Direktur Jenderall Baldaln Peraldilaln Umum Malhkalmalh Algung RI Nomor : 1691 / DJU 

/ SK / PS.00 /12 /2020 tentalng Pemberlalkualn Pedomaln Peneralpaln Kealdilaln Restoraltif (Restoraltive 

Justice).” 
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Lingkup  perkalral tindalk pidalnal yalng dalpalt dilalkukaln dengaln pendekaltaln alzals kealdilaln 

restoraltif di lingkungaln peraldilaln umum,dialntalralnyal: 

a. Perkalral Ringalnp 

Perkalral pidalnal yalng diselesalikaln dengaln kealdilaln restoraltif aldallalh perkalral tindalk pidalnal 

ringaln dengaln alncalmaln pidalnal sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 364, palsall 373, palsall 379, 

palsall 384, palsall 407 daln Pasal 482 KUHP dengaln nilali kerugialn tidalk lebih dalri 

Rp.2.500.000 (dual jutal limal raltus ribu rupialh). 

b. Perkalral Alnalk 

Sistem peraldilaln pidalnal alnalk waljib mengutalmalkaln  pendekaltaln  kealdilaln restoraltif daln 

setialp penetalpaln diversi merpalkaln wujud kealdilaln restoraltif, dallalm hall diversi tidalk berhalsil 

altalu tidalk terpenuhinyal syalralt diversi, halkim melalkukaln pengupalyalaln putusaln melallui 

pendekaltaln kealdilaln restoraltif sebalgalimalnal dialtur dallalm Undalng-undalng Nomor 11 Talhun 

2012 Palsall 71 salmpali dengaln  Palsall 82. 

c. Perkalral walnital berhaldalpaln dengaln hukum 

d. Perkalral Nalrkotikal 

Pendekaltaln kealdilaln restoraltif halnyal dalpalt diteralpkaln terhaldalp ketergalntungaln nalrkotikal 

daln nalrkotikal pemalkalialn saltu halri, penyallalhgunal, pecalndu, korbaln penyallalhgunalaln, sebalgalimalnal 

dialtur Palsall 1 Peralturaln Bersalmal Ketual Malhkalmalh Algung, Menteri Kesehaltaln,Menteri Sosiall, 

Jalksal Algung RI, Kepallal Kepolisialn Republik Indonesial, Kepallal Baldaln Nalrkotikal 

NalsionalloNomor 01/PB/MAl/ III/2014, Nomor 03uTalhun 2014, Nomor 11 Talhun 2014,Nomor 03 

Talhun 2014, No:Per-005/Al/JAl/03/2014,pNomor 1 Talhun 2014,No.Perber/01/III/2014/BNN 

tentalng Penalngalnaln Pecalndu Nalrkotikal daln Korbaln Penyallalhgunalaln Nalrkotikal ke Dallalm 

Lembalgal Rehalbilitalsi.; 

 

Kriteria Diterapkan Atau Tidak Diterapkan  Restorative Justice Dalam Penyelesaian 

Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Muara Enim 

Penghentialn penuntutaln beralsalskaln kealdilaln restoraltif dilalkukaln untuk memenuhi ralsal 

kealdilaln malsyalralkalt dengaln menyeimbalngkaln alntalral kepalstialn hukum (rechtmaltigheid) daln 

kemalnfalaltaln (doelmaltigheid) dallalm pelalksalnalaln kewenalngaln penuntutaln berdalsalrkaln hukum daln 

halti nuralni. “Untuk menyikalpi dinalmikal perkembalngaln hukum daln kebutuhaln hukum malsyalralkalt 

dimalksud, Jalksal Algung menetalpkaln Peralturaln Kejalksalaln Nomor 15 Talhun 2020 tentalng 
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Penghentialn Penuntutaln Berdalsalrkaln Kealdilaln Restoraltif yalng telalh efektif dilalksalnalkaln daln 

direspon positif oleh malsyalralkalt.” 

Dallalm pelalksalnalalnnyal, peralturaln dimalksud jugal didukung dengaln kebijalkaln pimpinaln yalng 

sifaltnyal melengkalpi daln dilalkukaln evallualsi untuk penyempurnalalnnyal. Hall ini semaltal-maltal 

dilalkukaln untuk optimallisalsi algalr penghentialn penuntutaln berdalsalrkaln kealdilaln restoraltif sejallaln 

dengaln tujualn hukum untuk kealdilaln, kepalstialn, daln kemalnfalaltaln yalng dipertimbalngkaln oleh 

Penuntut Umum secalral proporsionall daln dengaln penuh talnggung jalwalb. 

Sebalgali sallalh saltu contoh kalsus yalng tidalk dalpalt dilalkukaln restoraltive justice yalng terjaldi 

paldal Kejalksalaln Negeri Mualral Enim dengaln tersalngkal aln. Zulkalrnalin bin Muhtalr yalng disalngkal 

melalnggalr palsall 362 KUHP. Tersalngkal aln. Zulkalrnalin bin Muhtalr melalkukaln tindalk pidalnal 

pencurialn halndphone merk Vivo tipe Y12 walrnal burgundy red daln silicon walrnal hijalu dengaln 

nomor IMEI I: 868435043942670 IMEI 2: 868435043942662 milik korbaln aln. Sri Siti Halrtalti 

binti  Halttal Albri. Balhwal tujualn Tersalngkal aln. Zulkalrnalin bin Muhtalr melalkukaln tindalk pidalnal 

pencurialn dikalrenalkaln halndphone tersebut alkaln dijuall untuk kebutuhaln hidup sehalri-halri, dengaln 

nilali kerugialn Rp. 2.600.000,- (dual jutal enalm raltus ribu rupialh). Menyaldalri halndphonenyal hilalng 

lallu korbaln Sri siti Halrtalti binti Halttal Albri Bersalmal salksi Gallih Chalndral Lizal Putral bin M.Lutfi 

mendaltalngi Tersalngkal aln. Zulkalrnalin bin Muhtalr daln menemukaln halndphone tersebut aldal paldal 

tersalngkal. Tersalngkal Zulkalrnalin bin Muhtalr pun memintal malalf kepaldal korbaln Sri Siti Halrtalti 

binti  Halttal Albri. Berkals Perkalral tindalk pidalnal pencurialn tersebut malsuk ke Kejalksalaln Negeri 

Mualral Enim yalng dikirimkaln dalri Polres Mualral Enim Dengaln nomor : 

LP/B/202/XII/2021/SPKT/POLRES MUAlRAl ENIM/POLDAl SUMSEL talnggall 27 Desember 

2021. 

Penyelesalialn perkalral dengaln pendekaltaln kealdilaln restoraltif di setujui Kejalksalaln Negeri 

Mualral Enim dengaln menerbitkaln suralt perintalh dengaln nomor : PRINT-

38/L.6.15.3/Eoh.2/02/2022 talnggall 16 Februalri 2022 sebalgali falsilitaltor dilalkukaln ekspose dengaln 

Jalksal Algung Mudal Tindalk Pidalnal Umum daln telalh mendalpalt persetujualn dalri pimpinaln untuk 

dihentikaln penuntutalnnyal berdalalsalrkaln kealdilaln restoraltif. Tetalpi, Kalrenal ditemukalnnyal falktal 

balru tentalng aldalnyal proses hukum altals dugalaln tindalk pidalnal dengaln salngkalaln palsall 372  KUHP 

Jo Palsall 378 KUHP dengaln tersalngkaln aln. Zulkalrnalin bin Muhtalr di Polres Palgalrallalm daln alkaln 

dilalkukaln penalngkalpaln paldal salalt alkaln dikelualrkaln oleh JPU dalri Lalpals Mualral Enim, sehinggal 

Kejalksalaln Algung mengelualrkaln suralt dengaln Nomor : B-411/L.6.15/Es/02/2022 talnggall 23 
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Februalri 2022 perihall pembaltallaln penghentialn penuntutaln dengaln tersalngkal aln. Zulkalrnalin bin 

Muhtalr. 

Uraian dialtals merupalkaln sallalh saltu contoh kalsus tindalk pidalnal yalng tidalk bisal diteralpkaln 

dengaln menggunalkaln pendekaltaln kealdilaln restoraltif. Dikalrenalkaln tersalngkal sedalng dallalm malsal 

penyidikaln perkalral lalinnyal.   

 

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice 

Saltjipto Ralhalrjo menjelalskaln balhwal penegalkaln hukum (lalw enforcement) dengaln 

penggunalaln hukum aldallalh dual hall berbedal (the use of lalw) yalitu oralng dalpalt menegaklkaln hukum 

untuk memberikaln kealdilaln, talpi orng jugal dalpalt menegalkaln hukum untuk digunalkaln balgi 

pencalpalialn tujualn altalu kepentingaln lalin. Menegalkkaln hukum tidalk persis salmal dengaln 

menggunalkaln hukum.14  

“Penegalkaln hukum merupalkaln sub-sistem sociall, sehinggal penegalkkaln dipengalruhi 

lingkungaln yalng salngalt kompleks seperti perkembalngaln politik, ekonomi, sociall, budalyal, 

halnkalm, iptek, Pendidikaln daln sebalgalinyal.” Penegalkkaln hukum halrus didalsalrkaln paldal prinsip-

prinsip negalral hukum sebalgalimanal dimualt di UUD 1945 daln alsals-alsals hukum yalng berlalku di 

lingkungaln balngsal-balngsal yalng beraldalb seprti the balsic Principles of Independence of Judicialry), 

algalr penegalk hukukm dalpalt menghindalrkaln diri dalri pralktik-pralktik negaltive alkibalt pengalruh 

lingkunngaln yalng salnngalt kompleks tersebut. 

Sallalh   saltu   konsep upalyal memperbalhalrui  penegalkkaln  hukum   pidalnal   nalsionall   aldallalh   

dengaln “restoraltive justice”. “Konsep ini terkalit dengaln proses penegalkaln hukum pidalnal daln jugal 

mempertalnggungjalwalbkaln  pelalkunyal,  dengaln  menalwalrkaln  bentuk  penyelesalialn  berbalgali 

kalsus hukum yalng terjaldi di lualr proses peraldilaln pidalnal yalng sudalh aldal.” Sehinggal malsyalralkalt 

tidalk ketergalntungaln paldal prosedur yalng aldal salalt ini, nalmun tetalp memeproleh  kealdilaln  daln  

penyelesalialn  malsallalh  terutalmalaluntuk  korbaln  sebalgali pihalk yalng palling dirugikaln (menderital), 

di salmping jugal untuk  pertalnggungjalwalbaln  pelalku. Hall ini sesuali dengaln konsep dalri teori 

kealdilaln. 

Dalri uralialn talhalpaln penyelesalialn perkalral secalral restoraltive justice tersebut dialtals, daln 

dihubungkaln dengaln daltal empiris yalng di dalpaltkaln dengaln calral walwalncalral dengaln jalksal di 

 
14 Satjipto Raharjo. 2006. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit buku Kompas, 

hlm. 169 
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Kejalksalaln Tinggi Sumalteral Selaltaln, di dalpalt kesimpulaln balhwal terhaldalp penyelesalialn perkalral 

tindalk pidalnal pencurialn, khususnyal tindalk pidalnal pencurialn ringaln lebih tepalt diselesalikaln 

dengaln altalu diteralpkaln konsep restoraltive justice, mengingalt balhwal tindalk pidalnal pencurialn 

ringaln tersebut terjaldi halnyal kalrenal khilalf belalkal, daln pihalk korbaln memalalfkaln perbualtaln pelalku. 

“Restoraltive Justice menjaldi solusi terbalik, proses dimalnal merekal yalng terlibalt perilalku tindalk 

pidalnal balik itu pelalku, korbaln, malupun kelualrgal yalng terlibalt altalu malsyalralkalt luals, semual 

diperlukaln untuk berpelualng dallalm menyelsalikaln malsallalh yalng terjaldi,ssebalgali lalngkalh bijalksalnal 

gunal menyelesalikaln malsallalh hukum daln salling berhubungaln.”15 

Sallalh saltu contoh tindalk pidalnal pencurialn yalng diselesalikaln melallui pendekaltaln kealdilaln 

restoraltif yalng dilalkukaln oleh Kejalksalaln Negeri Mualral enim, yalitu terjaldi tindalk pidalnal pencurialn 

yalng dilalkukaln pelalku aln. Alfrialnsyalh bin Zalinudin  Paldal halri minggu talnggall 19 September 2021 

sekiral pukul 11.00 wib bertempalt di depaln toko ikaln di jallaln pralmukal, keluralhaln Palsal II, 

Kecalmaltaln Mualral enim, Kalbupalten Mualral Enim, tersalngkal yalng merupalkaln tukalng ojek sedalng 

mencalri penumpalng dengaln mengendalrali 1 (saltu) unit sepedal motor Yalmalhal Jupiter MX BG 4891 

OV di dekalt lokalsi kejaldialn, kemudialn dalri alralh berlalwalnaln tersalngkal melihalt salksi Deval Puspital 

Binti Erdialnsyalh yalng mengendalrali 1 unit sepedal motor sedalng berbelok dihadalpaln tersalngkal daln 

memalrkirkaln sepedal motor di lokalsi kejaldialn, lallu tersalngkal melihalt 1 (saltu) unit haldphone merk 

Oppo Reno 4X walrnal putih biru milik salksi Deval Puspital Binti Erdialnsyalh di dallalm dalshboalrd 

motor salksi, sehinggal muncul nialt tersalngkal untuk mengalmbil halndphone tersebut, kemudialn salalt 

melintalsi motor salksi Deval Puspital Binti Erdialnsyalh yalng beraldal di dalshboalrd tersebut. Balhwal 

tujualn tersalngkal mengalmbil halndphone milik salksi Deval Puspital Binti Erdialnsyalh yalkni untuk 

dijuall Kemballi daln ualng halsil penjuallaln tersebut alkaln tersalngkal gunalkaln untuk keperlualn sehalri-

halri. Kejaldialn tersebut, salksi Deval Puspital Binti Erdialnsyalh mengallalmi kerugialn sebesalr kuralng 

lebih Rp. 4.000.000,- (empalt jutal rupialh). 

Pelalku melalkukaln tindalk pidalnal untuk yalng pertalmalkallinyal daln bukaln merupalkaln 

residivis, sehinggal Jalksal Penuntut Umum menjelalskaln kepaldal korbaln balhwal perkalral pidalnal yalng 

terjaldi aldallalh pencurialn ringaln daln Jalksal Penuntut Umum menjelalskaln mekalnisme penegalkaln 

hukum terhaldalp kalsus pencurialn ringaln, hinggal alkhirnyal korbaln halnyal memintal balralngnyal 

 
15 Yoyok Ucuk Suyono, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa 

Keadilan,” Jatiswara 35, no. 3 (2020): 327-337. 
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dikemballikaln daln memalalfkaln pelalku. Konsep perdalmalialn melallui restoraltive justice dilalkukaln 

alntalral pelalku, korbaln, oralng tual korbaln hinggal mendalpaltkaln suralt penghentialn penuntutaln yalng 

dikelualrkaln oleh Jalksal Algung Mudal Pidalnal Umum. 

 

Kebijakan Hukum Pidana Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian Jika Dikaitkan Dengan 

Asas Restorative Justice  Di Masa Yang Akan Datang 

Dallalm konsep restoraltive justice penalngalnaln kejalhaltaln yalng terjaldi tidalk halnyal menjaldi 

talnggung jalwalb negalral, nalmun merupalkaln talnggung jalwalb semual lalpisaln malsyalralkalt. “Konsep 

restoraltive justice dibalngun berdalsalrkaln pengertialn kerugialn yalng ditimbulkaln oleh kejalhaltaln 

alkaln dipulihkaln kemballi, balik kerugialn yalng diderital oleh korbaln malupun kerugialn yalng 

ditalnggung oleh malsyalralkalt.” 

Sebenalrnyal penyelesalialn perkalral yalng diselesalikaln dengaln kealdilaln restoraltif hall ini 

bukalnlalh hall balru hinggal dicetuskalnnyal KUHAlP. “Dallalm hall ini, kital teringalt paldal Palncalsilal 

yalng bukaln halnyal sumber hukum dalri segallal sumber hukum melalinkaln merupalkaln sumber 

peraldalbaln balngsal Indonesial termalsuk dallalm bidalng hukum daln penegalkaln hukum.”Di dallalm 

konteks kehidupaln hukum dallalm kehidupaln malsyalralkalt, malkal nialt balik petinggi alppalralt penegalk 

hukum mengenali peneralpaln restoraltive justice seperti lalyalknyal setitik alir di paldalng palsir.  

Reformulalsi alsals kealdilaln restoraltif dallalm hukum pidalnal di Indonesial perlu dilalkukaln, khususnyal 

terhaldalp Buku I KUHP sebalgali alturaln umum penegalkaln hukum pidalnal. Salalt ini alpalralt penegalk 

hukum sudalh mengelualrkaln peralturalnnyal untuk menghentikaln penyidikaln malupun penuntutaln. 

Peneralpaln Resotraltive Justice di Kejalksalaln sendiri sejalk dikelualrkalnnyal peralturaln No. 8 

talhun 2020 tentalng Penghentialn Penuntutaln bedalsalrkaln kealdilaln restoraltif terus di dengungkaln 

dalri pusalt hinggal ke daleralh. Jalksal Algung mempunyali wewenalg dallalm hall penuntutaln sualtu 

perkalral yalkni mengesalmpingkaln perkalral demi kepentingaln umum.  

Di dallalm hukum pidalnal, khususnyal hukum pidalnal pencurialn di Indonesial selalmal ini balnyalk 

yalng pelalksalnalaln pemidalnalalnnyal palling sering dipralktikkaln iallalh pidalnal penjalral idaln kurungaln. 

“Hall ini disebalbkaln kalrenal beberalpal falktor, dialntalralnyal alkibalt kedudukaln pidalnalldendal dallalm 

KUHP yalng berlalku salalt ini diralsal kuralng memenuhi ralsal kealdilaln balgi malsyalralkalt. Di salmping 
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itu tidalk dalpalt dipungkiri balhwalsalnnyal pidalnal penjalral telalh “mendunial’,seolalh-olalh kital tidalk 

alkaln hidup tenteralm talnpal jenis pidalnal.”16 

Dalmpalknyal terjaldi over kalpalsitals paldal Lembalgal Pemalsyalralkaltaln di 28 (Dual Puluh 

Delalpaln)  kalntor wilalyalh di seluruh Indonesial, untuk itu kealdilaln restoraltif lalhir menjaldi alngin 

segalr balik balgi alpalralt penegalk hukum malupun balgi malsyalralkalt, dengaln tidalk mengalbalikaln 

KUHP. Dengaln aldalnyal kealdalilaln restoraltif korbaln malupun tersalngkal meralsalkaln terpenuhinyal 

ralsal kealdilaln talnpal perlu aldalnyal pidalnal penjalral. 

Salalt ini sub-sistem peraldilaln pidalnal di Indonesial yalng terdiri dalri Instalnsi Kepolisialn, 

Kejalksalaln daln Malhkalmalh Algung membualt beberalpal kebijalkaln mengenali peneralpaln restoraltive 

justice dallalm penyelesalialn terhaldalp perkalral tindalk  pidalnal yalng pelalkunyal oralng dewalsal. 

“Dengaln aldalnyal trend haldirnyal peralturaln kelembalgalaln seperti Peralturaln Kepolisialn,Kejalksalaln 

altalupun Peralturaln Malkalmalh Algung yalng mengaltur hukum alcalral tersebut,peneliti berpendalpalt 

balhwal peneralpaln kealdilaln restoraltif ini halrus dilalksalnalkaln secalral menyeluruh daln dialtur dallalm 

sualtu peralturaln perundalng-undalngaln yalng khusus seperti Undalng-undalng Sistem Peraldilaln 

Pidalnal Alnalk.” 

Hall ini menunjukkaln balhwal kebijalkaln sertal alturaln-alturaln mengenali peneralpaln kealdilaln 

restoraltif terhaldalp perkalral pidalnal pelalkunyal oralng dewalsal yalng telalh aldal halrus aldal kebijalkaln 

hukum pidalnal untuk memformulalsikaln ke dallalm Ralncalnalgaln Kitalb Undalng-undalng Hukum 

Alcalral Pidalnal (RKUHAlP),daln Ralncalngaln Kitalb Undalng-undalng Hukum Pidalnal( RKUHP). 

“Tujualnnyal gunal memberikaln kekualtaln hukum tetalp,kepalstialn hukum, daln memiliki dalsalr hukum 

yalng jelals balgi sub sistem peraldilaln pidalnal seperti Kepolisialn,Kejalksalaln malupun Malhkalmalh 

Algung dallalm melalkukaln penegalkaln hukum dengaln kealdilaln restoraltif (restoraltive justice) 

terhaldalp penyelesalialn perkalral pidalnal yalng dilalkukaln oleh oralngkdewalsal daln mewaljibkaln alpalralt 

penegalk hukum untuk meneralpkaln kealdilaln restoraltif tersebut.” 

Berikut penulis uralikaln dallalm bentuk talbel perbedalaln terkalit implementalsi restoraltive 

justice dallalm pelalksalnalaln penyelesalialn perkalral tindalk pidalnal yalng pelalkunyal oralng dewalsal di 

Intalnsi Kepolisialn, Kejalksalaln daln Malhkalmalh Algung.  

 

 

 
16 M.Hamdan. 1997. Politik Hukum Pidana. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 129 
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Tabel. 2 

Perbedalaln implementalsi restoraltive justice dallalm pelalksalnalaln penyelesalialn perkalral 

tindalk pidalnal yalng pelalkunyal oralng dewalsal di Intalnsi Kepolisialn, Kejalksalaln daln 

Malhkalmalh Algung 

No. 

Sub Sistem 

Peradilan 

Pidana 

Dasar Hukum Penerapan Konsep Restorative Justice 

1. Kepolisialn “Suralt Edalraln Kalpolri 

Nomor : SE/8/VII/2018 

Talhun 2018 tentalng 

Peneralpaln Kealdilaln 

Restoraltif (Restoraltive 

Justice) Dallalm 

Penyelesalialn Peralkalral 

Pidalnal.” 

1. Halrus memenuhi syalralt malteriil daln 

formil yalitu: 

A. Syalralt Malteril 

1. Tdalk menimbulkaln keresalhaln 

daln penolalkaln malsyalralkalt. 

2. Aldalnyal pernyaltaln dalri semual 

pihalk yalng terlibalt untuk tidalk 

menuntut dihaldalpaln hukum. 

3. Pelalku tindalk pidalnal tersebut 

bukaln residivis. 

4. Dilalkukaln paldal talhalp 

Penyelidiikaln daln Penyidikaln, 

sebelum Suralt Pemberitalhualn 

Dimuallinyal Penyidikaln (SPDP) 

dikirim ke Kejalksalaln (Penuntut 

Umum). 

B. Syalralt Formil 

1. Suralt permohalnaln perdalmalialn 

kedual pihalk. 

2. Suralt pernyaltalaln perdalmalialn. 

3. Pelalku tidalk keberaltaln daln 

dilalkukaln dengaln sukalrelal altals 

talnggungjalwalb daln galnti rugi. 
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No. 

Sub Sistem 

Peradilan 

Pidana 

Dasar Hukum Penerapan Konsep Restorative Justice 

2. “Dalpalt diteralpkaln terhaldalp semual jenis 

tindalk  pidalnal umum yalng tidalk 

menimbulkaln korbaln malnusial.” 

2. Kejalksalaln 

Algung RI 

“Peralturaln Kejalksalaln 

Republik Indonesial Nomor 

15 Talhun 2020 tentalng 

Penghentialn Penuntutaln 

Berdalsalrkaln Kealdilaln 

Restoraltif (Restoraltive 

Justice).” 

1. “Dalpalt diteralpkaln halnyal terhaldalp 

jenis tindalk pidalnal yalng  alncalmaln 

hukumalnnyal  tidalk lebih dalri 5 (limal) 

talhun, nilali kerugialn tidalk lebih dalri 

Rp.2.500.000,-(dual jutal limal raltus ribu 

rupialh).” 

2. “Pelalku balru pertalmal kalli melalkukaln 

tindalk pidalnal.” 

3. “Dikecuallikaln terhaldalp tindalk pidalnal 

terhaldalp kealmalnaln negalral, malrtalbalt 

presiden daln walkil presiden, ketertibaln 

umum daln kesusilalaln, tindalk pidalnal 

yalng dialncalm dengaln pidalnal minimall, 

tindalk pidalnal nalrkotikaln, tindalk 

pidalnal lingkungaln hidup daln tindalk 

pidalnal yalng dilalkukaln oleh 

korporalsi.” 

4. Dilalkukaln paldal talhalp Penuntutaln 

sebelum dilimpalhkaln ke Pengaldilaln. 

3. Malhkalmalh 

Algung 

“Keputusaln Direktur 

Jenderall Baldaln Peraldilaln 

Umum Malhkalmalh Algung 

RI Nomor : 1691/DJU / SK 

/ PS.00 / 12 /2020 tentalngO 

1. Dalpalt diteralpkaln halnyal terhaldalp 

tindalk pidalnal ringaln dengaln nilali 

kerugialn tidalk lebih dalri 

Rp.2.500.000,-al(dual jutal limal raltus 

ribu rupialh), perkalral perempaln yalng 
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No. 

Sub Sistem 

Peradilan 

Pidana 

Dasar Hukum Penerapan Konsep Restorative Justice 

Pemberlalkualn Pedomaln 

Peneralpaln Kealdilaln 

Restoraltif (Restoraltive 

Justice).” 

berhaldalpaln dengaln hukum daln tindalk 

pidalnal nalrkotikal (terhaldalp pecalndu 

daln  penyallalhgunal). 

2. Dilalkukaln paldal talhalp Persidalngaln. 

Pelalksalnalaln halmpir salmal dengaln 

proses Diversi paldal Sistem Peraldilaln 

Pidalnal Alnalk. 

 

KESIMPULAN 

Peneralpaln kealdilaln restoraltif dallalm penyelesalialn perkalral pidalnal di sistem peraldilaln pidalnal 

di Indonesial peneralpalnnyal tidalk halnyal dengaln calral mengedepalnkaln konsep perdalmalialn, medialsi 

daln rekonsilialsi dimalnal pelalku, korbaln, alpalralt penegalk hukum daln pihalk terkalit lalinnyal 

berpalrtisipalsi secalral lalngsung dallalm menyelesalikaln perkalral pidalnal dengaln menekalnkaln 

pemulihaln kemballi paldal kealdalaln semulal daln bukaln beralrti sualtu pemballalsaln, sehinggal 

diselesalikalnnyal sualtu perkalral tidalk bermualral kepaldal pemidalnalaln terhaldalp pelalku yalitu berupal 

pidalnal penjalral, tetalpi memiliki kriterial dallalm peneralpalnnyal sallalh saltunyal pelalku balru pertalmalkalli 

melalkukaln tindalk pidalnal bukaln merupalkaln residivis.   

Salalt ini peralturaln mengenali kealdilaln restoraltif di Indonesial telalh diteralpkaln melallui 

Undalng-Undalng No. 11 talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal Alnalk yalng diteralpkaln untuk 

perkalral alnalk, sedalngkaln perkalral untuk pelalku dewalsal belum memiliki alturaln yalng jelals di 

Peralturaln Perundalng-Undalngaln balik itu berbentuk Undalng-undalng. Halnyal alturaln kebijalkaln 

sektorall yalng dikelualrkaln Kepolisialn, Kejalksalaln, Malhkalmalh Algung. Kejalksalaln sendiri 

mengelualralkaln Perjal No. 15 talhun 2020 tentalng Penghentialn Penuntutaln Berdalsalrkaln Kealdilaln 

Restoraltif. 

Untuk itu dihalralpkaln algalr Pemerintalh daln DPR segeral memformulalsikaln kebijalkaln daln 

alturaln tentalng kealdilaln restoraltif ke dallalm Kitalb Undalng-undalng Hukum Alcalral Pidalnal (KUHAlP) 

algalr dalpalt lebih menjelalskaln mengenali taltal calral proses daln syalralt algalr bisal dilalkukaln kealdilaln 

restoraltif. Pemerintalh daln DPR jugal algalr dalpalt segeral meralncalng Undalng-Undalng Khusus 
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Restoraltive Justice, seperti hallnyal Undalng-Undalng Nalrkotikal daln Undalng-Undalng Tindalk Pidalnal 

Korupsi, algalr tidalk menjaldi celalh balgi pihalk lalin. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad Faizal Azhar. 2019. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 

4(2). 

 

Apong Herlina. 2004. Perlindungan AnakYang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 

 

Eko Syaputra. 2021. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Di Masa Yang Akan Datang,” Lex Lata 3(3). 

 

Eriyantouw Wahid. 2009. Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum 

Pidana. Jakarta: Universitas Trisakti. 

 

Fuzi Narindrani. 2020. “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice,” 

Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20(4). 

 

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. 2018. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam 

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” Al-Adl: Jurnal Hukum 10(2). 

 

Indriati Amarini. 2018. “Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di 

Pengadilan Administrasi,” Media Hukum 25(2). 

 

Khorisima Gusasih. 2017. “Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara 

Dan Pelatihan Kerja Dalam Perkara Narkotika Dengan Pelaku Anak,” Verstek 5(2). 

 

Kristian dan Christin Tanuwijaya. 2015. “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep 

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di 

Indonesia,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1(2). 

 

Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia. Jakarta:Refika Aditama. 

 

M.Alvi Syahrin. 2018. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu,” Majalah Hukum Nasional 48(1). 

 

M.Hamdan. 1997. Politik Hukum Pidana. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 

 

Satjipto Raharjo. 2006. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta : 

Penerbit buku Kompas. 



377  

 

Sukmareni. 2018. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia,” Pagaruyuang Law Journal 1(2). 

 

Sunaryati Hartono. 1994. Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke -20. Bandung: 

Alumni. 

 

Yoyok Ucuk Suyono. 2020. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai 

Upaya Pencapaian Rasa Keadilan,” Jatiswara 35(3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


